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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun

dibidang sosial dan ekonomi pada awalnya pajak belum merupakan suatu

pungutan,akan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada ra;a ’
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dalam rangka memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, -~ . ..
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menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain. \ S
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Perkembangan selanjutnya pemberian yang sifatnya sukarela berubah menjadi
pungutan yang ditetapkan secara sepihak oleh negara. Masalah pajak (pungutan)
adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu
negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Karena pajak merupakan masalah
seluruh rakyat, maka setiap orang harus mengetahui segala permasalahan yang
berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam
pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan
kewajibannya sebagai wajib pajak.

Bagi negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam
Undang-Undang termasuk dalam hal pemungutan pajak. Pemungutan pajak di
Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2

r
Yt
s
-

Vel 4

.

]
|

¥




(termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan
Undang-Undang”. Oleh karena pemungutannya berdasarkan Undang-Undang, maka
pemungutannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik
materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu wusaha untuk
mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu
menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan
untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang mengalami kemunduran
akibat dari krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, memberikan dampak
atau pengaruh yang cukup besar terhadap pendapa@ perkapita penduduk yang
tentunya akan berpengarauh juga terhadap pendapatan negara khususnya dalam
sektor pajak. Walaupun demikian kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat
agar tetap patuh membayar kewajiban pajaknya dan sedapat mungkin menghilangkan
tindakan menghindari dan memanipulasi pajak.

Pemerintah dalam melihat kondisi tersebut diatas mengambil langkah-langkah
yang dapat menutupi defisit anggaran dengan salah satu cara yaitu meningkatkan dan
memperluas basis pajak dengan tetap menjaga azas keadilan, kepastian hukum, dan

menjaga iklim investasi yang sehat dan menarik.




Sistem pemungutan pajak Indonesia yang menganut self assessment system di
mana wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah
pajak terutangnya. Dalam self assessment system pemerintah memberikan
kepercayaan penuh terhadap masyarakat untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya, akan tetapi bukan berarti peran pemerintah terutama aparat
perpajakan (fiscus) menjadi pasif dan hanya menunggu saja. Tetapi sikap responsive

dan proaktif juga harus dilakukan/ditunjukkan oleh fiscus, bukan hanya karena

masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya terhadap kewajiban pajaknya, akay ~-

tetapi juga dimaksudkan untuk menjaga hubungan timbal balik secara aktif. Sﬂzap ?"‘i«

responsive pemerintah itu lebih ditujukan demi efisiensi dan efektifitas admini
pajak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum pajak serta menghin
penyelundupan dan penyelewengan pajak.

Dalam Undang-Undang No.17 pasal 21 atau selanjutnya disebut Undang-
Undang pajak penghasilan pasal 21 beberapa kali Iilenga]ami perubahan seperti
Undang-Undang No.7 tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang No.17 tahun 2000
tentang pajak penghasilan; Kep. 545/PJ/2000 tanggal 29 desember 2000 sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 23
febtuari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyetoran dan pelaporan
PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi; peraturan
pemerintah No. 149 tahun 2000 tentang pemotongan PPh 21 atas penghasilan berupa
uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua beserta peraturan

pelaksanaannya.




Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau
kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan
pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Yaitu pemberi kerja,
bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain
penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir
tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas pajak
penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai
kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Bertolak dari rumusan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas
yang sesuai dengan jalur konsentrasi pajak untuk dijadikan sebush karya ilmigh
(skripsi) yang berjudul: “ Analisis perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21
menurut UU No. 17 tahun 2000 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura
I Bandar Udara Hasanuddin Makassar.”

Dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap
pada PT, (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar, penulis
mengambil data tahun 2007, dan selanjutnya dalam pengolahan data penulis
memberikan batasan perhitungan hanya 10 (sepuluh) bulan yaitu mulai bulan Januari-

Oktober.



1.2, Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka yang
menjadi rumusan masalah adalah: “Apakah perusahaan dalam menghitung pajak

penghasilan (PPh) pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian
ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana proses/cara perhitungan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara
Hasanuddin Makassar.

b. Untuk membandingkan tata cara perhitungan pajak penghasilan menurut
perusahaan dengan Peraturan Perundang-undangan menurut perpajakan.

1.3.2. Manfaat Penelitian |

a. Sebagai bahan masukan bagi para aparat pelaksana yang terlibat langsung dalam
proses perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya kepada kami sendiri selaku
penulis dan kepada pihak-pihak lain yang ingin lebih dalam mengetahui tata cara
perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

¢. Mencoba mengaplikasikan ilmu yang selama ini penulis peroleh dalam bangku

perkuliahan terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.
2.1.1. Pengertian Pajak

Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara
dalam pembiasaan pembangunan,yaitu menggali sumber dana yang berasal dari

dalam negari berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang

berguna bagi kepentingan bersama. //t i,
Definisi perpajakan banyak dikemukakan oleh para ahli yang membe :;: ::1

pengertian yang berbeda-beda, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti NG »’:’j
“‘t"ﬂ\'

dan tujuan yang sama. Menurut A.Andriani yang dikutip oleh (Waluyo:2006:2)
menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut.M.S.H Smeets dalam bukunya De economische
Betekenis der belastingen, yang dikutip oleh (Waluyo: 2006:3) menyatakan bahwa
pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum,

dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditujukan




dalam bal yang indifidual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran
pemerintah.
Berikut beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yang

penulis kutip dari buku hukum pajak (Erly Suandy: 2005:8-11), diantaranya adalah:

a. Prancis yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la
Science des finances memberikan definisi bahwa:
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh
kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja
pemerintah.

b. Deutsche Reiches Abgaben Ordnung menyatakan bahwa:
Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak
ada kontraprestasinya), yang dipungut oieh badan yang bersifat umum (negara)
untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tat best tand (sasaran
pemajakan), yang karena Undang-Undang telah menimbulkan utang pajak.

c. NJ. Feldmann dalam bukunya De Overheidsmiddelen Van Indonesia
menyatakan bahwa:
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum.

d. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertainya yang berjudul “pajak berdasarkan

asas gotong- royong” di Universitas Padjajaran. Menyatakan bahwa Pajak adalah




Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan
norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

€. Roehmat Soemitro, S.H. Menyatakan bahwa:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik
(public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik
(public Investment).
Ciri~ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi di atas adalah sebagai
berikut:

a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.

b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung
secara individual yang diberikan oleh pemerintah,

d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi
publik.

f. Pajak adalah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari

pemerintah.



g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung
Karena dalam pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat
kepada negara, yang hasil dari pungutan tersebut akan dikembalikan kepada rakyat,
maka pemunutan pajak harus atas persetujuan rakyat. Karena uang yang dipungut
dari rakyat digunakan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dimaksudkan
untuk kesejahteraan umum, maka sifat pemungutan pajak dapat dipaksakan demi
menjaga kesinambungan dari pembangunan-pembangunan yang telah diprogramkan
oleh pemerintah sifat pemaksaan dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan
Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2.1.2. Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari

berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:
a. Fungsi penerimaan (Budgetir)

pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak

dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yang dikenakannya pajak yang

lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap

barang mewah.
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2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan

Secara umum pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan
negara yang berasal dari pendapatan rakyat, yang pemungutannya berdasarkan
undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dapat dipungut oleh
pemerintah pusat, atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban
tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan, dengan pengertian
bahwa beban pajak tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Pajak penghasilan mengandung dua pengertian yaitu pengertian pajak";ian ._ ”,

penghasilan.

a. Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada

pemerintah atas fasilitas yang dinikmati untuk bisa hidup layak dalam suatu
negara.

b. Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang
perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk
aktifitas ekonomi.

Menurut (PSAK: 2004:46) dijelaskan bahwa penghasilan adalah merupakan
suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berpasal dari kontribusi penanaman modal.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan No. 17

tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
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ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesiz yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

Menurut (Rimskiy K. Judisseno: 2005:94) pajak penghasilan adalah suatu
pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas
penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan
negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu
kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kemudian menurut (Erly Suandy: 2005:75) Pajak psenghasilan adalah suatu
pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan
dalam bagian tahun pajak, apaebila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau
berakhir dalam tahun pajak.

2.1.4. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi
untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak
penghasilan.

Yang termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah:

a. Orang pribadi

b. Warisan yang belum terbagi

c. Badan: PT, CV, BUMN, BUMD, Persekutuan atau perkumpulan lain, Firma,
koperasi, Yayasan atau Lembaga, Bentuk Usaha Tetap.
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Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Subjek pajak dalam negeri.

a) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.

b) Orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk tinggal di Indonesia.

¢) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

d) Bentuk usaha tetap.

Bentuk usaha yang dimaksud adalah bentuk usaha yang dipergunakan untuk

menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau

perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
b. Subjek pajak luar negeri.

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia.

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia.
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Yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah:

a. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lain
negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat tidak
melakukan pekerjaan lain atau kegiatan usaha serta negara yang bersangkutan
memberi perlakuan timbal balik.

b. Badan perwakilan negara asing.

¢. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh
menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia

2.1.5. Objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
Objek pajak adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh
selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah
kekayaan.
Penghasilan- penghasilan yang dikenakan pemotongan (PPh) pasal 21 adalah:
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara
teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, honorarium, premi bulanan, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan anak, tunjangan isteri,

tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan
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pendidikan anak, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan

penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun

. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan

pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan

cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan

penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan

sekali dalam setahun.

. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau

diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau

mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan, atau pemagangan, yang

merupakan calon pegawai.

. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang

pesangon dan pembayaran lain sejenis schubungan dengan pemutusan hubungan

kerja.

. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam

bentukapapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak

dalam negeri terdiri dan:

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari: pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris.

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara,
penari, pelukis dan seniman lainnya.

¢) Olahragawan
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d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator.

e) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, fotografi.

f) Agen iklan.

g) Petugas dinas luar asuransi.

h) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direetselling dan kegiatan
sejenis lainnya.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangan- tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan

honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh pejal# :s'., S

negara dan pegawai negeri sipil

. Uang pensiun dan tunjangan- tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan
pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak
angkatnya.

. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan fainnya dengan nama apapun
yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak akan
dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma

perhitungan khusus
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Penghasilan- penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan
(PPh) pasal 21 adalzh:

a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang
diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak
yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak
penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

¢. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri keuangan dan juran jaminan hari tua kepada badan
penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama yang
diberikan oleh pemerintah.

e. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badgn atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.6. Wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan hukum menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan untuk kewajiban

perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
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Yang termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

a.

Pejabat Negara seperti: Presiden dan wakil Presiden, DPR, MPR, DPRD Propinsi,
DPRD Kabupaten/ kota BPK, Menteri, Gubernur, Walikota, dan Bupati,

Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi: PNS pusat, PNS daerah, dan PNS lainnya
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.
8 tahun 1974.

Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan yang berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang
menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk
dewan anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan
terus menerus ikut mengelolah kegiatan perusahaan secara langsung.

Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12
bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan atau imbalan lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya.

Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya
menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisan yang menerima atau

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yeng dilakukan dimasa lalu, termasuk
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orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan

hari tua.

h. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh

1.

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya,
Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan,
upah borongan, dan upah satuan.

Yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing,

dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan

bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat:

a) Bukan warga negara Indonesia.

b) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar
jabatannya di Indonesia.

¢) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam

keputusan menteri keuangan No.574/KMK.04/ 2000. Sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Kep. Menkeu No. 601/ KMK.03/2005 sepanjang:

a) Bukan warga negara Indonesia.

b) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan di Indonesia.
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2.1.7. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Yang termasuk dalam hak-hak wajib Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

a.

Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong
pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak
penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang
bersifat final.

Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada direktur jenderal pajak,
jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakkan dalam bahasa
Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut
perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan- alasan yang jelas.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang diietapkan keputusan mengenai

keberatannya yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Sedangkan kewajiban wajib pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalsh:

a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pemyataan kepada pemotong pajak

b.

yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau
pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.

Wajib pajak juga berkewajiban menyerabkan surat pernyataan kepada pemotong
pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan

tahun takwim
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¢. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada:

a) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal tang berngkutan
dipindahtugaskan.

b) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah
kerja.

c) Pemotong dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima
pensiun dalam tahun berjalan.

d) Wajib pajak berkewajiban memasukkan surat pemberitahuan tahunan, jika
wajib pajak mempunyai NPWP.

2.1.8 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) pasat 21

Bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21,yang
selanjutnya disingkat pemotong pajak adalah :

a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap,
badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong
pajak berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, baik merupakan induk maupun
cabang,perwakilan atau unit,yang membayar gaji, upah, honorarium tunjangan
dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat,
pemerintah daerah, instansi atay lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya,
dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji,
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upah, honorarium, unjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan,jasa dan kegiatan lainnya.

. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan
badan -badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan hari tua atau jaminan
hari tua.

. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau
pembayaran fain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk
jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melukakan
pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas
nama persekutuannya.

. Perusahaan, bentuk badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium
atau pembayaran lain sebagai imbalan sechubungan dengan kegiatan dan jasa yang
dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.

Yayasan (termasuk -yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan,
kesenian, olahraga, kebudayan), lembaga, kepanitian asosiasi perkumpulan dan
organisasi massa, organisasi politik, dan organisai lainnya dalam bentuk apapun
dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium atau
imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau

imbalan lain kepada peserta pendididikan, pelatihan dan pemagangan.
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h. Penyelenggaraan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organissasi
internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang
menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau
penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri
berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.9 Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21

Hak-hak pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

a. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT tahunan pasal 21.

b. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh

yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.

c. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada S
tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan
penghitungan tahunan,dan jika masih ada sisa kelebihan,maka diperhitungkan
untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

d. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri
dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah
saat terutangnya pajak atau berakhimya masa pajak, bagian tahun pajak atau
dengan syarat Direktur Jenderal pajak belum melakukan tindakan perusahaan.

e. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur

Jenderal pajak atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan ‘

B
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pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar dan surat
ketetapan pajak nihil.

f. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapakan oleh Direkiur
Jenderal Pajak.

Kewajiban-kewajiban pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:

a. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor
penyuluhan pajak setempat

b. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan
dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor pelayanan pajak
atau Kantor penyuluhan pajak setempat.

¢. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21 yang
terutang untuk setiap bulan takwim. |

d. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil
dengan menggunakan surat pemberitahuan tahunan (SPT) masa ke kantor
pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya
pada tanggal 20, bulan takwim berikutnya.

e. Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta
maupun tidak pada saat dilkukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi
bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun,penerima jaminan

hari tua, penerima pesangon dan penerima dana pensiun.
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f. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal
21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan
dalam SPT masa dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama
sepuluh tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan,

g. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib
menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan
penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No.17 tahun 2000.

h. Pemotong pajak wajib melampirkan SPT tahunan PPh pasal 21 dengan lampiran-
lampiran yang ditentukan dalam petunjuk penghasilan SPT tahunan PPh pasal 21
untuk tahun pajak yang bersangkutan

2.1.10 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan No.564/KMK.03/2004, dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan
dibidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang
semakin meningkat, serta merujuk kepada pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.7
tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahanterakhir dengan Undang-
Undang No.17 tahun 2000. Pemerintah menetapkan besarnya penghasilan tidak kena
pajak melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.137/
PMK.03/2005, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2006, adalah
sebagai berikut:
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a. Rp.13.200.000, 00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri wajib pajak.

b. Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak
kawin.

¢. Rp.13.200.000, 00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang
istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

d. Rp.1.200.00, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan keluarga semeda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.Paling banyak 3 (tiga) orang untuk
setiap keluarga.

2.1.11 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat satu (1) Undang-Undang pajak
penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas pengahasilan kena
pajak bagi wajib pajak dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan pengahsilan kens pajak ) Tarif pajak

a. Sampai dengan Rp.25.000.000,00 5% |
(Dua puluh Lima juta rupiah) (Lima persen)

b. Diatas Rp.25.000.000,00 10 %
(Dua puluh Lima juta rupiah) sampai dengan (sepuluh persen)
Rp.50.000.000, 00 (Lima puluh juta rupiah)

¢ Diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 15%
Rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000, 00 (lima belas persen)
(Seratus juta rupiah)

d Diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 25%
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Sampai dengan Rp.200.000.000, 00 {(dua ratus (dua puluh Lima
Juta rupiah) persen)
e. Diatas Rp.200.000.000,00 35%
(Dua ratus juta rupiah) (tiga puluh lima
Persen)

2.1.12. Cara perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan
cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung pajak
penghasilan pasal 21 bagi penerima-penerima pengahasilan dari pekerjaan, jasa atau
kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri
yaitu selain pengurangan PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan
penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun, selain itu, tarif
yang ditetapkan juiga bervariasi yaitu tarif sesuai pasal 17 Undang- Undang Pajak
Penghasilan atau tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau aturan
pelaksanaan lainnya. Aturan dan cara perhitungannya dapat diuraikan sebagai
berikut:
Pegawai Tetap. Pegawai tetap menurut (Kep-DJP No. 545/PJ. /2000, pasal 1 angka
5) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan
komisaris dan anggota dewan pengawas secara teratur terus-menerus ikut mengelolah
kegiatan perusahaan secara langsung. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto
pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan:
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a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang besarnya 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-
tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Biaya jabatan
dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai
negeri tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan
penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

Pengurangan biaya jabatan dan juran tersebut tidak berlaku lagi penghasilan
yang diterimanya berupa upah harian, tebusan pensiun, honorarium. Pengurangan
biaya jabatan dan iuran diatas juga tidak berlaku terhadap penghasilan wajib pajak
luar negri.

Utuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan netonya dikurangi

dengaﬂ penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang seharusnya. Tarif yang diterapkan

adalah tarif pasal 17 Undang- Undang PPh.
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Sistematika perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan Rp xoxxx
Penghasilan lain yang diperbolehkan oleh pajak Rp xxxx

Jumlah penghasilan bruto  Rp xxxxx (A)

Pengurangan:
Biaya jabatan (5 % x A) Rp xxxx
Iuran yang dikenakan Rp xxxx

Jumlah pengurangan Rp xoxxx
Penghasilan netto / bulan Rp xxxx. (B)
Penghasilan netto setahun 12 bulan x B Rp xxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP):

Untuk wajib pajak pribadi Rp 13.200.000

Untuk wajipb pajak kawin Rp 1.200.000

Tanggungan maks. 3 orang Rp 1.200:000l orang +

15.600.000

Penghasilan kena pajak (PKP) setahun Rp xoxxx

PPh pasal 21 terutang : PKPx 5 % = Rp xxox

PPh pasal 21 perbulan: Rp xxxx / 12 = Rp xxxx
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PT.(Persero) Agkasa Pura |
Bandar Udara Hasanuddin
Makassar

!

Daftar gaji
Karyawan

l

Apakah Perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 telah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000.

Masalah pokok

l /5
. Y (I |

Metode analisis: ( o
Analisis komperatif \ ot
.\-’ T
Perhitungan pajak Perhitungan Pajak Penghasilan
penghasilan (PPh) pasal (PPh) pasal 21 menurut
21 atas Karyawan tetap Undang- Undang Perpajakan
pada PT. Angkasa Pura | No. 17 tahun 2000.
Makassar
Kesimpulan

Rekomendasi
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2.3. Hipotesis

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, maka penulis mengemukakan
suatu hipotesis sebagai berikut: diduga bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 atas Karyawan tetap pada PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara
Hasanuddin Makassar belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Undang-

Undang No.17 tahun 2000,



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi / Daerah Penelitian
Daerah penelitian yang merupakan objek penulis berlokasi di PT.(Persero)

Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar yang berlokasi di Jalan Airport

Mandai. Yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Adapun waktu yang diperlukan untuk

pengambilan data dan pengolahan data kurang lebih dua minggu yaitu mulai tanggal 20

oktober sampai tanggal 8 November 2007.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa keterangan- keterangan secara tertulis
seperti: scjarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan uraian
tugas dari masing- masing bagian perusahaan. .

b. Data kuantitatif yaitu data- data yang diperoleh berupa angka- angka seperti: daftar
gaji karyawan, cara perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menurut

perusahaan.
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3.2.2 Sumber Data
Adapun sumber data dari penelitian ini adalah:

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa pengamatan
dan wawancara atau tanya jawab staf yang terkait dengan masalah yang dibahas.

b. Data sekunder adalah data — data pendukung yang diperoleh selain data primer seperti
perkembangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir dan lain sebagainya.

3.3. Metode pengumpulan data

Untuk mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
dan data — data yang dibutuhkan dapat diperoleh.maka penelitian akan menggunakan
beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

a. Field research ( penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan dengan
jalan:

a) Teknik observasi adalah metode pengummpulan data dengan cara mengadakan
pengamatan secara langsung yang berubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam proposal ini.

b) Teknik interviw (wawancara), adalah meode pengumpulan data dengan cara
mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahsan dan
sejumlah karyawan yang ada kaitannya dengan data-data yang diperlukan dalam
penyusunan proposal ini.

b. Library research (penelitian kepustakaan), merupkan penelitian dengan cara
membaca buku dan sumber-sumber lain dengan maksud untuk memperoleh
pengetahuan dan landasan teori yang berhubungan dengan ruang lingkup
permasalahan
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3.4. Metode Analisis

Untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah dikemukaan sebelumnya, maka
metode yang digunakan adalah metode komparatif, yaitu metode analisis yang
membandingkan antara tata cara perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dengan
Undang —~ Undang perpajakan No. 17 tahun 2000.

3.5. Definisi Operasional

Adapun berbagai definisi operasional yang digunakan dalam proposal ini adalah:
a. Pengertian pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak wajib pajak kepada kas
negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.
b. Penghasilan adalah jumlah uang atau barang yang diterima atas usaha yang
dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan
untuk aktifitas ekonomi.
¢. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat
yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam |
tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan ‘
bemnegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.
d. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang rmenurut ketentuan peraturan
Perundang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan,
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
e. Subjek pajak adalah orang atau badan yang dituju oleh Undang — Undang untuk
dikenakan pajak.
f. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi
dan untuk menambah kekayaan.
g. Pemotong pajak penghasilan adalah setiap badan atau pemberi kerja yang berhak
dan telah ditunjuk oleh Undang — Undang untuk memotong pajak. |




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. ( Persero) Angkasa Pura I adalah Badan Usaha Milik Negara dalam
lingkungan Departemen perhubungan dipimpin oleh direksi yang menjalankan tugas
pokoknya, yaitu mengusahakan dan menyelengarakan penyediaan jasa pelayanan
Bandar udara.

Pada awalnya PT. ( Persero ) Angkasa Pura I didirikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 33 Tahun 1962, dengan nama Perusahaan Negara (PN) Angkasa
“Kemayoran” dengan tugas pokok mengurus dan mengusahakan Bandar udara
“Kemayoran”. Pada tahun 1965, melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1965
PN Angkasa “Kemayoran” berubah nama menjadi PN Angkasa Pura. Selain itu juga
dapat mengurua dan mengusahakan Bandar udara di daerah-daerah sebagai cabang.

Kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1974, ditetapkan bahwa
“Perusahaan Negara™ berubah bentuk menjadi “perusahaan Umum™ yang selanjutnya
disebut Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura. Pada tahun 1974 Bandar Udara
Halim Perdana Kusuma ditetapkan menjadi Bandar udara internasional dan
meupakan Bandar udara kedua yang dikefola manajemen Angkasa Pura

Dengan selesainya pembangunan Bandar Udara Cengkareng yang saat ini
dikenal sebagaiBandar Udara Soekarno-Hatta pada tahun 1985, merupakan titik awal

dibentuknya PERUM Angkasa Pura I dan PERUM Angkasa Pura II serta disusul
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dengan ditutupnya kegiatan operasi di Bandar Udara Kemayoran sementara PERUM
Angkasa Pura [ bertugas untuk mengelola beberapa Bandar udara di daerah, dengan
kantor pusat tetap di Jakarta (eks Bandar Udara Kemayoran).

Pada tahun 1985 tersebut, sebenarnya telah keluar Peraturan Pemerintah No. 13
Tahun 1985 yang mengatur kembali tentang PERUM Angkasa Pura, yang
dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun
1974 terhadap perkembangan terakhir pada waktu itu. Adapun realisasi pemisahan
manajemen ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 19786
sehingga terjadi perubahan nama perusahaan dari PERUM Angkasa Pura menjadi
PERUM Angkasa Pura I.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan agar terhadap
Badan Usaha Milik Negara yang telah dinilai baik dan mampu untuk lebih
menekankan dan berorientasi pada keuntungan, maka dengan Peraturan Pemerintah
No. 5 Tahun 1992 PERUM Angkasa Pura I berubah bentuk menjadi PT. (Persero)
Angkasa Pura L. setelah akta pendirian perusahaan ditagndatangani pada tanggal 2
januari 1993, maka PT. (Persero) Angkasa Pura | resmi berdiri.

Dengan diberlakukannya pembagian wilayah kerja perusahaan berdasarkan
wilaya timur dan barat berdampak terhadap pengelolaan Bandar Udara Polonia
Medan terhitung tanggal 1 januari 1993 tidak berada dalam pengelolaan

PT.melainkan menjadi bagian PT yang disahkan pada tanggal 24 Maret1994.
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Sebagai gambaran umum PT. Angkasa Pura I mengelolah 13 Bandar Udara di

Indonesia Timur, antara lain:

1. Bandar Udara Ngurah Raih-Bali.

2. Bandar Udara Juanda- Surabaya.

3. Bandar Udara Hasanuddin-Makassar

4. Bandar Udara Sepinggan-Balikpapan

5. Bandar Udara Samratulangi-Manado

6. Bandar Udara Fran Kaisepo-Biak

7. Bandar Udara Adisutjipto-Yogyakarta

8. Bandar Udara Pattimura-Ambon

9. Bandar Udara Adisuarindo-Surakarta

10. Bandar Udara Samsuddin Noor-Banjarmasin

11. Bandar Udara Selaparang-Lombok

12. Bandar Udara Achmad Yani-Semarang

13. Bandar Udara El Tari-Kupang

Kawasan Tengah dan Timur Indonesia dewasa ini menjadi kawasan yang

berkembang sangat pesat dan prospektif untuk berbagai ragam kegiatan bisnis.
Potensi kekayan alamnya sangat pesat karena kebijakan pemerintah untuk
menitikberatkan aktifitas pembangunan di kawasan Timur Indonesia pada PELITA
V1 adalah dua factor utama yang memacu pertumbuhan ekonomi dan mobilitas

masyarakat di kawasan tersebut yang ditandai dengan peningkatan penumpang
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angkatan udara rata-rata sebesar 16 % dan cargo sebesar 12 % selama tahun-tahun
terakhir ini.

Mengantisipasi laju ekonomi dan mobilitas masyarakat dikedua kawasan di
atas dan “Booming” wisatawan diakhir decade ini maka PT telah menyusun langkah
strategi diantaranya berupa penyusunan rencana pengembangan Bandar Udara
Hasanuddin sesuai karakter dan potensi lingkungannya, khususnya Bandar Udara
Hasanuddin akan menjadi bagian integral.

Dari pertumbuhan lingkungan serta mampu mengakomodir kebutuhan

masyarakat/ konsumen di wilayahnya. Fenomena tersebut di atas antara lain tampak -

Udara Internasional.

Bandar Udara Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia
Belanda dengan nama Lapangan Udara KADIENG yang letaknya 22 km sebelah
utara kota Makassar (Ujung Pandang) dengan kontruksi lapangan rumput. Lapangan
terbang dengan landasan yang berukuran 1600 m x 45 m (RUNWAY 08-26),
diresmikan pada tanggal 27 september 1937, ditandai dengan penwerbangan komersil
yang menghubungkan Surabaya-Makassar dengan pesawat penerbangan jenis
DOUGLAS D2/F6 oleh perusahaan KNILM (Koningklijke Nederland Indische

Luchtvaart Maatschappij).
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Tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang landasan ditingkatkan dengan
kontruksi beton berukuran 1600 m x 45 m yang sekarang menjadi taxiway echo, dan
lapangan terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Udara Mandai.

Pada tahun 1950 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia yang dikelolah oleh
jawatan pekerjaan umum secksi lapangan terbang dan selanjutnya tahun 1955
dialihkan kepada jawatan penerbangan sipil, sckarang Direktorat Jenderal
Perhubunga Udara yang kemudian memperpanjang landasan pacu 2345 m x 45 m
sekaligus merubah nama lapangan terbang menjadi Pelabuhan Udara Mandai. Tahun
1980 landasan 13-31 diperpanjang menjadi 2500 m x 45 m dan Pelabuhan
UdaraMandai berubah menjadi Pelabuhan Udara Hasanuddin. Kemudian pada tahun
1981 dinyatakan sebagai Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi Haji dan tahun 1985
Pelabuban Udara Hasanuddin berubah menjadi Bandar Udara Hasanuddin.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/1987 tanggal 9 Januari 1987 disusul tanggal
3 Maret 1987 Bandar Udara Hasanuddin diserahkan pengelolaannya dari Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara kepada PT. (PERSERO) ANGKASA PURA 1.

Tanggal 3 Oktober 1994 Bandar Udara Hasanuddin dijadikan sebagai Bandar
Udara Internasional sesuai keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 61/1994 tanggal
7 Januari 1995 dan diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi
Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 1995 yang ditandai oleh penerbangan
perdana oleh Malaysian Airlines System (MAS) langsung dari Kualalumpur ke

Bandar Udara Hasanuddin Ujung Pandang, disusul kemudian penerbangan Silk Air
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menghubungkan Changngi-Singapura dengan Bandar Udara Hasanuddin Ujung
Pandang.

Selain ity Bandar Udara Hasanuddin jauh sebelumnya telah melayani
penerbangan lintas internasional di wilayah yuridikasi pengawaan/pengendalian
kawasan Timur Indonesia Makassar UCA (Upper Control Area) yang mencakup
wilayah udara melalui sebagian Kalimantan Barat hingga perbatasan udara Papua
New Guinea di sebelah timur, dan dari perbatasan wilayah udara Australia di sebelah
selatan hingga perbatasan wilayah udara Philipina dan Okland (Amerika Serikat) di
sebelah utara.

Bandar Udara Hasanuddin juga merupakan pintu gerbang udara di kawasan
timur Indonesia dan propinsi Sulawesi Selatan khususnya, di mana Bandar udara ini
telah memberikan corak tersendiri sebagai Bandar udara transit yang diarahkan turut
mendukung dan mengembangkan pariwisata, mobilisasi arus penumpang serta

berpartisipasi dalam perdagangan dan industri.
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4.2 Struktur Organisasi dan Job Description
4.2.1 Struktur Organisasi
Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi merupakan hal yang sangat
penting, karena struktur organisasi dapat memberikan kejelasan yang jelas dalam
melaksanakan komando terhadap karyawan dan juga mengarah kepada pelaksanaan
yang jelas dalam melaksanakan hubungan fungsional antar karyawan.
Berhubung sangat pentingnya struktur organisasi maka PT. (Persero) Angkasa

Pura I Bandar Udara Hasanuddin organisasi yang berdasarkan line organization yaitu
system pengorganisasian yang disusun dari atas ke bawah. Sehingga diadakan
pembagian fungsional dalam menyelenggarakan aktivitas perusahaan ini dapat dilihat
dari segi personilnya dalam hubungannya antara dengan yang lain dalam
melaksanakan fungsi masing-masing.Struktur organisasi dan tugas kantor cabang PT.
(Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar terdiri dari:

a. Kepala Cabang '

b. Divisi Operasi Lalu Lintas Udara

¢. Divisi Operasi Bandar Udara dan Komersial

d. Divisi Tekhnik Umum dan Peralatan

e. Divisi Tekhnik Elektronik dan Listrik

f. Divisi Administrasi

g. Divisi Keuangan dan Perlengkapan

h. Officer In Charge (OIC)
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4.2.2 Job Description

Adapun tata kerja kantor cabang PT. (persero) Angkasa pura 1 Bandar Udara
Hasanuddian ditetapkan keputusan Direksi PT. (persero) Angkasa Pura 1 nomor Kep.
1406/0OM. 00/1993 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini
khususnya perkembangan arus lalu lintas angkutan udara dan perkembangan
angkutan udara.

1. Kepala Cabang

Kantor cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara Hasanuddin yang
selanjutnya disebut Kantor Cabang PT. (persero} Angkasa Pura 1 mempunyai tugas
melakukan jasa pelayanan operasi lalu lintas udara dan jasa dengan pedoman dan
kebijaksanaan yang digariskan Direksi.

Kantor Cabang PT. (persero) Angkasa Pura 1 Bandar Udara Hasanuddin Ujung
Pandang adalah unit pelaksana PT. (persero) Angkasa Pura ! dibawa dan
bertanggungjawab kepada direksi PT. (Persero) Angkasa Pura | dipimpin olch
seorang kepala Cabang

2. Divisi Operasi Lalu Lintas Udara.

Divisi Operasi lalu lintas udara mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan
kegiatan pelayanan keselamatan lalu lintas udara control Area (CTA), Control Zone
(CTR), Terminal Control Area, (TMA), Aerodrome Traffic Zone (ATZ), pelayanan
bantuan operasi penerbangan dan menunjang kegiatan pencarian pertolongan
kecelakaan penerbangan.

Divisi Operasi lalu lintas udara membawahi 5 (lima) dinas masing-masing :
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a. Area Control (ACC)

b. Dinas Approach Control Service (APP)

¢. Dinas Aerodrome Control Service (ADC)

d. Dinas pelayanan Penerbangan Aeronautika

e. Dinas Flig Service dan komunikasi penerbanga
3 Divisi Operasi Bandar Udara dan Komersial

Divisi ini bertugas menyiapkan dan melakukan kegiatan operasi darat ground

handling, pengamanan dan ketertiban umum, pertolongan kecelakaan penerbangan
dan pemadam kebakaran, di bidang Aeronautika dan non Aeronautika. Divisi Operasi
Bandar Udara dan Komersial menbawahi 6 {enam) dinas :

a. Dinas Operasi Darat

b. Dinas Pengamanan

¢. Dinas PKP-PK

d. Dinas Penerbangan dan Komunikasi Umum

¢. Dinas Pandapatan Non Aeronautika
4. Divisi Teknik Umum dan peralatan

Divisi teknik umum dan peralatan mempunyai tugas menyiapkan dan

melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas bangunan, landasan tata lingkungan,
mekanikal dan air, kendaraan bermotor, alat-alat besar dan kegiatan perbengkelan,
melakukan dan membantu pembangunan/investasi sesuai dengan pelimpahan

wewenang yang diberikan oleh direksi.
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5. Divisi Teknik Elektronik oleh Direksi
Divisi teknik Elektronik dan listrik mempunyai tugas melakukan pemeliharaan
dan perbaikan fasilitas telekomunikasi, navigasi dan radar, audit visual dan komputer,
listrik serta melakukan dan membantu pembangunan/investasi fasilitas teknik
elektronik dan listrik sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh
direksi. Devisi teknik elektronik dan listrik membawahi 4 (empat) dinas :
f. Dinas Telekomunukasi
g. Dinas Navigasi dan Radar
h. Dinas Elektronik Bandara (ELBAN)
i. Dinas Teknik Listrik
6.Divisi Administrasi
Divisi administrasi mempunyai tugas menyiapkan dan melakukan kegiatan
ketatausahaan, personalia, Pengumpulan data dan laporan serta melakukan rencana
kegiatan pengadaan barang. Divisi Administrasi mempu‘nyai 4 (empat) dinas :
j. Dinas Tata Usaha
k. Dinas Personalia
l. Dinas Data dan Laporan

m. Dinas Pangadaan Barang
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7. Divisi Keuangan dan Perlengkapan

Divisi keuangan dan perlengkapan mempunyai dan melakukan kegiatan
akuntansi, keuangan, anggaran, dan administrasi
Perlengkapan dan pergudangan. Divisi keuangan dan perlengkapan membawahi 4
(empat) dinas :

a. Dinas Akuntansi

b. Dinas Keuangan

c. Dinas Anggaran

d. Dinas Perlengkapan dan Pergudangan
8. Officer In Charge (OIC)

Officer In Charge yang terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, merupakan
pelaksana tingkat pertama diluar jam kerja kantor pada hari-hari libur, dalam
menanggulangi permasalahan operasional Bandar udara yang mempunyai tugas
secara bergantian dengan menkoordinasi kegiatan 0pérasi lalu lintas udara.operasi
Bandar udara, komersial, teknik, dan keuangan, dan bertanggungjawab Kepada
kepala cabang.

4.3 Bidang Usaha

PT. (Persero) Angkasa pura 1 bergerak dalam bidang usaha pelayanan usaha
pelayanan jasa Bandar udara oleh PT (persero) angkasa pura 1 yang juga merupakan
bagian dari Kegiatan lalu lintas angkutan udara sehingga dari pelayanan jasa bendar

udara hasnuddin terdiri dari ;
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1 Pelayanan jasa Aeronautika merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan
penerbangan :
- PJP4U (pelayanan jasa pendaftaran, penempatan, dan penyimpangan
(pesawat udara)
- PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara)
- PJP (pelayanan jas penerbangan)
2. Pelayanan jasa Non —Aeronautika merupakan bidang usaha yang tidak langsung
berkaitan dengan penerbangan
- Pemakaian Counter
- Sewa ruang

- Parkir kendaraan

- Sewa tempat reklame

- Pemakaian listrik

- Pemakaian telpon dan air
4.4 Peranan PT ( persero) angkasa pura 1

Terkait dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang

adalah” meningkatkan kemanfaatan perusahaan bagi stake holder (pihak yang terkait
dengan pengusaha pelayanan jasa kebandar udaraan yang berkualitas tinggi, maka PT
angkasa pura 1| mempunyai komitmen untuk mewujudkannya.
Peranan PT angkasa pura 1 merupakan tujuan dalam bentuk yang lebih rinci antara

lain :
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1. Menjadikan Bandar udara hasanuddin sebagai jarring pelayanan jasa kebandar
udaraan dan jasa penerbangan sehingga ikut mengembangkan daerah melalui
partisipasi bandara sebagai pintu gerbang utama
2. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan
3. Menjadi SDM sebagai kompetensi inti
4. menjadikan perusahaan jasa kebandar udaraan yang dapat diandalkan
dikawasan ASIA Pasifik.
4.5 Analisis Jumlah Karyawan Tetap Perusahaan

Setiap perusahaaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tentunya
membutuhkan sejumiah sumber daya manusia atau karyawan yang akan membantu
perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sumber daya manusia yang
berkualitas yang menjadi karyawan perusahaan tentunya memerlukan waktu dan
biaya untuk merekrutnya. Semakin banyak karyawan perusahaan, akan semakin
ringan pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian dalam penerimaan karyawan yang
dibutuhkan oleh perusahaan sebab jumlah karyawan yang lebih dari kebutuhan
perusahaan akan merugikan perusahaan karena akan membayar gaji karyawan
tersebut.

Dengan adanya sejumiah karyawan dalam perusahaan, merupakan kewajiban bagi
perusahaan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk gaji kepada setiap karyawan
yang bekerja dalam perusahaan. Penghasilan yang diperoleh setiap karyawan, jika
memenuhi syarat untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21, maka kewajiban

perusahaan untuk melakukan pemungutan atas pajak penghasilan tersebut
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berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Pajak
penghasilan pasal 21 karyawan yang telah dipungut oleh perusahaan, harus disetor ke
kas Negara.

Jumlah karyawan tetap yang dimiliki oleh perusahaan hingga akhir juli 2007
adalah sebanyak 120 orang dengan berbagai status. Mulai dari yang berstatus tidak
kawin (TK) sampai dengan yang berstatus kawin dengan 4 (empat) orang anak,
tanggungan tiga (K/3). Dengan adanya status karyawan tersebut, maka perusahaan
dapat menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan
memperhatikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) berdasarkan status karyawan
tersebut.

Berikut ini tabel jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan selama tahun

2007 :
Tabel :4.1
PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar
Udara Hasanuddin Makassar
Jumlah Karyawan Tetap
Tahun 2007
Bulan Jumlah Karyawan
Januari 120 orang
Februari 120 orang
Maret 120 orang
April 120 orang
Mei 120 orang
Juni 120 orang
Juli 120 orang
| Agustus 120 orang
September 120 orang
Oktober 120 orang

Sumber ; PT. (Persero) Anghasa Purs I Bandar Udara Hasansuddin
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Jumlah Karyawan pada rabel di atas merupakan karyawan tetap perusahaan
yang gajinya dibayarkan tiap bulan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja.
4.6. Analisis Kebijakan Pembayaran Gaji

Setiap organisasi perusahaan tentunya berbeda-beda dalam kebijaksanaan
pembayaran gaji. Demikian pula halnya dengan PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar
Udara Hasanuddin Makassar mempunyai system pembayaran gaji yang menjadi
aturan perusahaan. Dengan adanya system pembayaran gaji tetsebut maka bagian
personalia harus mematuhinya dalam membayar gaji karyawan tetapnya.

Pembayaran gaji yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan tetap
adalah setiap bulan, dimana kebijakan yang dilakukan adalah untuk karyawan yang
baru masuk yang masih dalam masa percobaan hanya diberi gaji Rp. 1.050.000 yang
diistilahkan dalam perusahaan adalah gaji percobaan. Ini berlangsung selama 6
(enam) bulan, kemudian berikutnya karyawan yang dinyatakan berhak untuk
melanjutkan masa kerja akan diberikan gaji sesuai dengan latar belakang pendidikan

dan kemampuan kerjanya.
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4.7. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap
Pada PT (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perusahaan menghitung,
memotong, membayar pajak penghasilan pasal 21 atas kartawan ke kas Negara hal ini
telah sesuai dengan system perpajakan yang dianut dalam Negara Repoblik Indonesia
yaitu system self-assessment, sehingga dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal
21, perusahaan melakukan sendiri mulai dari perhitungan, pemotongan dan
pembayaran pajak penghasilan karyawan.

Berikut tabel daftar gaji karyawan tetap PT Angkasa Pura I Bandar Udara

Hasanuddin Makassar adalah sebagai berikut:



| Blid BBEYOUY (UdadISd ) Lo - Uy

086090 [cSEL98P9  [860°90°S ZLSEITZ9 000008991 USTIGSSL  |S6LTHL'S £71°660'C
05769 [scolcs £57°69 $9L029'91 000°00Z €] $9L'0T8'62 ¥90'S8Y'C 257°18
0ssT6S  [8€0T1IL $sT°6 S9L'0ZLb1 000°009'S $9L'0T8'62 PO0'S8H'C 85v°18
06 1PLT  [6e8'68TE £51°9L2 06€'86€°SY 000°00081 06€'86£'€9 661°€82's $5E°691
08T129%  [ogcrsess 821°29% YT 0L6'19 000'000'81 ZrToL66L 131'99°9 66L°712
081001t [61vLz6 819017 0SP6b8'LS 000°0008! 0SF'6rE'sL 88L°0Z€°9 156102
OVLLLOS  [€8T°€60°9 bLLLOS $88°129'S9 000'00891 $8R'1THT8 067'398°9 LS1612
0€r65TS  [1S601€9 £16'57 100°€£0'L9 000°008'91 100°€L8'c8 LIV6869 956222
008°L09°S  [SSE6IL 08£°095 $9£°798°69 00000891 $9£'299'98 PITIZTL 85206
0986089 |Lzozors 98€°089 PPE0EY 6L 000°008'91 PPROEZ'96 LET610'8 90£°552
03€'855'81  |oor'ooz e BER'SSY'| SO8'S00°PY1 000°008'91 sowso0ol  esysove 805"y
uen uenga unyeyag o2 uejngas olls
cuga s ol S qpd T msuiiusg oL S, Vet LHL BRI
0006vY'T 000080 | 1960LE 1L $05°66¢ 1 97 1L6'69 yeuing
7E0'S6 000°301 SSS69LT S0£'%S 0STSILT AL o [
PE0°S6 000°80!1 S55°69LT S0 %S 0STSILT (o s I
085°L61  [000°S0I PEL'SSL'S £36°211 IST5p9°S £ uadwo] uep §4 seuy H
s61'8vz 000301 1z1°gETL 9T8' 171 S6T°160°L e SLV ®iHRU0ISY piia seuiq )
o195 ooo'sol 67£998°9 PEoPEN SILIEL e oswyu] seuiy d
€89'5ST  |000'80] 0cE15p'L s01°0%1 szT'50€L zi weBuenay ‘AT 3
S1'09  |oco'sol L8Y'085'L LE9'8YI loss teve Zr wEuosIg "AIC a
vE9'89T  |000°801 SSLTEL S05°€s1 0ST'SLYL Z wep ST Nje] 'sdo AT o)
LsgL6T  [000'801 0070898 00Z0L 1 0020158 7 9B1y) U 10O g
6sTS6r  |000°301 SSTEEPI 500°€87 0SZ01°¥1 2 193uUBA [eiouaD v
[ [
un mw—.—\“.m MC.N.——.-— .Whﬂ—\ﬁbﬂﬂ”“m—ﬂ“”ﬂ—.—ﬂn— Gﬂzmﬂm”“w [g10], ARisosurer __..wo Hﬂ”&n—”&ﬂ”& shEs ueeqE( mﬁBGWQH— SWEN
LOOT 190MO /S Urentrer apouiad

[ ming eseSuy (0198134) " Ld dBIa L, UemeArey |7 jesed Ydd uedunypog

Tessexej UIppnUeseH eiep() BIBpUEY




50

Berikut tata cara perhitungan pajak penhasilan karyawan tetap dalam satu bulan

yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan sampel 10 (sepuluh) jumlah

karyawan dalam jangka waktu | (satu) bulan adalah sebagai berikut:

1.Karyawan A

Karyawan A dengan jabatan General Manager, status kawin dua orang anak

(K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 14.150.250;

perhitungan pajak penghasilan karyawan A adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok
Jamsostek
Penghasilan Bruto Sebulan
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan 5 % x 14.433.255
Maksimum yang diperkenankan
2. Iuran pensiun

3. luran THT

Penghasian Netto Sebulan

= Rp. 721.663
=Rp. 108.000
=Rp. 495.259

=Rp. 424.508

Penghasilan Netto Setahun Rp. 13.405.489 x 12

4. PTKP Setahun (K/2)
Untuk WP Sendiri
Tambahan WP Kawin

Tambahan 2 orang anak

Rp. 13.200.000;
Rp. 1.200.000;

Rp. 2.400.000;

Rp. 14.150.250;

Rp. 283.005; +

Rp. 14.433.255

(Rp.1.027.767:)
Rp13.405.489;

Rp.160.865.865;
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(Rp. 16.800.000;)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.144.065.865;

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000; =Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp.50.000.000; =Rp. 7.500.000;

25 % x Rp. 44.065.865; = Rp 11.016.466;

Jumlah PPh Pasal 21 Setahun Rp.22.266.466;

PPh sebulan = Rp.22.266.466 : 12 = Rp.1.855.538;
2. Karyawan B

Karyawan B dengan jabatan Officer In Charge, status kawin dengan dua orang
anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 8.510.200;

perhitungan pajak penghasilan B sebagi berikut:

Gaji Pokok Rp. 8.510.200;

Jamsostek Rp.170.200;
Penghasilan Bruto Sebulan Rp. 8.680.400;

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan 5 % x 8.680.400; = Rp. 434.020;

Maksimum yang diperkenankan  =Rp.108.000;
2. Iuran Pensiun =Rp 297.857;

3. luran THT = Rp 255.306;
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(Rp.661.163:)
Penghasilan Netto Sebulan Rp. 8.019.237;
Penghasilan Netto Setahun Rp. 8.019.237 x 12 Rp. 96.230.844;

4. PTKP setahun (K/2).

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;
Tambahan WP Kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;
(Rp.16.800.000;)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 79.430.844;

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut:

5 % x Rp.25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp. 29.430.844; =Rp. 4.414.386;

Jumlah PPh Pasal 21 Setahun Rp.8.164.627;

PPh Sebulan Rp.8.164.627 : 12 = Rp. 680.386;
3. Karyawan C

Karyawan C dengan jabatan Div. Ops. Lalu Lintas Udara, status kawin 2 orng
anak (K/2) memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 7.675.250;
perhitungan pajak penghasilan karyawan C adalah sebagai berikut:
Gaji Pokok ' Rp. 7.675.250;

Jamsostek Rp. 153.505;




Penghasilan Bruto Sebulan
1. Biaya Jabatan 5 % x 7.828.755 = Rp. 397.428;

Maksimum yang diperkenankan = Rp 108.000;

2. luran Pensiun = Rp. 268.634;
3. luran THT = Rp. 230.258;
Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun Rp. 7.221.864 x 12

4. PTKP Setahun (k/2)

Untuk WP Sendiri =Rp.13.200.000;

Tambahan WP Kawin = Rp. 1.200.000;

Tambahan 2 orang anak = Rp. 2.400.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
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Rp. 7.828.755;

(Rp. 606.892;)
Rp. 7.221.864;

Rp.86.662.365;

(Rp.16.800.000;)

" Rp. 69.862.365;

Besamnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;
10 % x Rp.25.000.000; = Rp. 2.500.000;
15 % x Rp. 19.862.365; = Rp. 2.979.355;

Jumlah PPh pasal 21 setahun

PPh pasal 21 sebulan Rp.6.729.355 :12 = Rp560.780;

Rp. 6.729.355;
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4. Karyawan D
Karyawan D dengan jabatan Div. Personalia, status kawin 2 orang anak (K/2)
memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp.7.431.850; perhitungan pajak

penghasilan karyawan D adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Rp. 7.431.850;

Jamsostek Rp. 148.637;
Penghasilan Bruto Sebulan Rp. 7.580.487;

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5% x 7.580.487; = Rp. 379.024,

Maksimum yang diperkenankan = Rp. 108.000;

2. Iuran Pensiun = Rp. 260.115;
3. Juran THT = Rp. 222.956;
Penghasilan Netto Sebulan " Rp. 6.989.417;

Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.989.417 x 12 Rp. 83.873.004;

4. PTKP Setahun (K/2)

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;

. 16.800.000;
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 67.073.004;
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Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut:

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000,

15 % x Rp. 17.073.004; =Rp.2.560.951;

Jumlah PPh pasal 21 setahun Rp.6.310.951;

PPh pasal 21 sebulan Rp. 6.310.951 : 12 =Rp. 525.913;
5. Karyawan E

Karyawan E dengan jabatan Div. Keuangan, status kawin 2 orang anak (K/2)
memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 7.305.225; perhitungan pajak

penghasilan karyawan E adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Rp. 7.305.225;

Jamsostek Rp. 146.105;
Penghasilan Bruto Sebulan ' Rp. 7.451.330;

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 7.451.330 = Rp.372.569;

Maksimum yang diperkenakan = Rp. 108.000;

2, Turan Pensiun =Rp. 255.683;
3. Iuran THT =Rp. 219,157;
(Rp582.840:)
- Penghasilan Netto Sebulan Rp. 6.868.490;

Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.868.490 x 12 Rp.82.421.885;
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4. PTKP Setahun (K/2)

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 2 orang anak Rp. 2.400.000;
(Rp. 16.800.000:)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 65.621.885;

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp. 15.621.885; = Rp2.342.283;

Jumlah PPh pasal 21 setahun Rp. 6.093.283;

PPh pasal 21 sebulan Rp. 6.093.283 : 12 = Rp.507.774;
6. Karyawan F '

Karyawan F dengan jabatan Dinas Inkaso,status kawin 3 oreng anak (K/3)
memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 6.731.715; perhitungan pajak
penghasilan karyawanF adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Rp. 6.731.715;
Jamsostek Rp. 134.634;

Penghasilan Bruto Sebulan Rp. 6.866.349;
Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x.6.866.349 =Rp. 343.317;



Maksimum yang diperkenakan
2. luran Pensiun

3. Iuran THT

Penghasilan Netto Sebulan

= Rp. 108.000;
= Rp. 235.610;
= Rp. 201.953;

Rp. 545.561;
Rp. 6.320.788;

Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.320.788 x 12 Rp. 75.849450;

4. PTKP Setahun (K/2)

Untuk WP Sendiri Rp. 13.200.000;
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 3 orang anak Rp. 3.600.000;
. 18.000.000;
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.57.829.457;
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Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000;

10 % x Rp 25.000.000;

15 % x Rp. 7.829.457,
Jumlah pPh pasal 21 setahun

PPh pasal 21 sebulan Rp. 4.927.419

= Rp. 1.250.000;
= Rp. 2.500.000;
=Rp.1.177.419;
Rp. 4.927.419

: 12 = Rp. 410.618;



7. Karyawan G
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Karyawan G dengan jabatan Dinas Pend. Aeronautika ATS, status kawin 3

orang anak (K/3) memperoleh penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 7.091.295;

perhitungan pajak penghasilan karyawan G adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok
Jamsostek
Penghgasilan Bruto Sebulan
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5 % x 7.233.121 =Rp. 361.656;

Maksimum yang diperkenankan = Rp. 108.000;

2. luran Pensiun = Rp. 248.195;
3. Iuran THT =Rp. 212.739;
Penghasilan Netto Sebulan

Penghasilan Netto Setahun Rp. 6.664.187 x 12

4. PTKP Setahun (K/3)

Untuk WP sendini Rp. 13.200.000;
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 3 orang anak Rp. 3.600.000;

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 7.091.295;

Rp. 141.826;
Rp. 7.233.121;

(Rp. 568.934;)

" Rp. 6.664.187;

Rp.79.970.242;

(Rp. 18 000.000:)
Rp. 61.970.242;
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Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000; =Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 2.500.000;

15 % x Rp. 11.970.242; = Rp. 1.795.536;

Jumlah PPh pasal 21 setahun Rp. 5.545.336;

PPh pasal 21 sebulan Rp. 5.545.336 : 12 = Rp. 462.128
8. Karyawan H

Karyawan H dengan jabatan Dinas FS & Kompen, status kawin 3 orang anak

penghasilan karyawan H adalah sebagai berikut : \"3 f‘”
Gaji Pokok Rp. 5.645.151;
Jamsostek Rp. 112.983;
Penghasilan Bruto Sebulan ' Rp5.758.134;
Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 5.762.134; =Rp. 288.107;

Maksimal yang diperkenakan = Rp 108.000;
2. luran Pensiun = Rp. 197.590;
3. Iuran THT =Rp. 169.355;
(Rp. 474.935:)
Penghasilan Netto Sebulan Rp. 5.283.199;

Penghasilan Netto Setahun Rp5.283.199 x 12 Rp. 63.398.390;
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4. PTKP Setahun ( K/3)

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000,
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 3 orang anak Rp. 3.600.000;
(Rp. 18.000.000;)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp.45.398.390;

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah

sebagai berikut :

5 % x Rp. 25.000.000; = Rp. 1.250.000;

10 % x Rp. 20.398.390; = Rp. 2.039.839

Jumlah PPh pasal 21 setahun Rp. 3.289.839;

PPh pasal 21 sebulan Rp. 3.289.839 : 12 = Rp. 274.153;
9. Karyawan 1

Karyawan [ dengan jabatan staf, status kawin satu orang anak (K/1)
memperoleh penghasilan selama satu bulan sebesar Rp. 2.715.250; perhitungan pajak

penghasilan karyawan I adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok Rp. 2.715.250;
Jamsostek Rp. 54.305;

Penghasilan Bruto sebulan Rp. 2.769.555;
Pengurangan :

1. Biaya Jabatan 5 % x 2.769.555  =Rp. 138.478;

Maksimal yang diperkenankan = Rp. 108.000;
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2. luran Pensiun = Rp. 95.034;
3. Turan THT = Rp. 81.458;
(Rp. 284.492;)
Penghasilan Netto Sebulan Rp.2.485.064

Penghasilan Netto Setahun Rp. 2.485.064; x 12 Rp. 29.820.765;

4. PTKP Setahun (K/1)

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000;
Tambahan WP kawin Rp. 1.200.000;
Tambahan 1 orang anak Rp. 1.200.000;
. 15.600.000;
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 14.220.765;

Besarnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah
sebagai berikut :
5% x Rp. 14.220.765; =Rp. 711.038;
PPh pasal 21 sebulan Rp. 711.038 : 12 = Rp. 59.255;
10. Karyawan J

Karyawan ] dengan jabatan staf, status tidak kawin (TK) memperoleh
penghasilan selama sebulan sebesar Rp. 2.715.250; perhitungan pajak penghasilan
pasal 21 karyawan J adalah sebagai berikut :
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Gaji Pokok Rp. 2.715.250;
Jamsostek Rp. 54.305;
Penghasilan Bruto Sebulan Rp. 2.769.555;
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5 % x 2.769.555 =Rp. 138.478;
Maksimal yang diperkenankan = Rp. 108.000;
2. Iuran Pensiun =Rp. 95.034;
3. Iuran THT = Rp. 81.458;
(Rp. 284.492:)
Penghasilan Netto Sebulan Rp. 2.485.064;

Penghasilan Netto Setahun Rp. 2.485.064 x 12 Rp.29.820.765;

4. PTKP Setahun (TK)

Untuk WP sendiri Rp. 13.200.000:
" (Rp. 13.200.000:)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 16.620.765;

Besamnya pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang terutang selama sebulan adalah
sebagai berikut :
5 % x Rp. 16.620.765; =Rp. 831.038;

PPh pasal 21 sebulan Rp. 831.038 : 12 = Rp. 69.253;
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4.8. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-Undang Neo. 17
Tahun 2000.

Berdsarkan pada uraian-uraian sebelumnya mengenai penerapan pajak
penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap yang diterapkan oleh perusahaan, jika
dibandingkan dengan pajak penghasilan pasal2] menurut Undang-Undang No. 17
Tahun 2000,nampak bahwa perusahaan dalam menetapkan Self Assessment System
sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Sesuai dengan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada perusahaan dan
berdasarkan pada perhitungan tersebut di atas, nampak bahwa perusahaan melakukan
perhitungan, pemotongan pajak penghasilan karyawan sebesar 5 %, 10 %, 15 %, 25
%, 35 % dan penghasilan bruto.Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 17
Tahun 2000 dan khususnya KMK.No. 137/PMK.03/2005, tentang penyesuaian
besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang berlaku efektif mulai tanggal 1

januari 2006.



PT. (Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin Makassar

Tabel 4.3

Masa Pembayaran dan Pelaporan
PPh Pasal 21 Tahun 2007

Masa Tanggal Pembayaran Tanggal Pelaporan
Januari 9 Februari 2007 18 Februari 2007
Februari | 8 Maret 2007 19 Maret 2007
Maret 7 April 2007 17 April 2007
April 8 Mei 2007 19 Mei 2007
Mei 8 Juni 2007 19 Juni 2007
Juni 8 Juli 2007 19 Juli 2007
Juli 9 Agustus 2007 18 Agustus 2007
Agustus | 9 September 2007 18 September 2007
Septembr | 7 Oktober 2007 17 Oktober 2007
Oktober | 7 November 2007 17 November 2007

Sumber : PI. {Persero) Angkasa Pura I Bandar Udara Hasanuddin

Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pembayaran
sudah tepat waktu sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yaitu batas
wakiu pembayaran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya
setelah masa pajak berakhir. Dan dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) juga
telah dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yaitu batas
waktu pelaporan untuk SPT masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa
pajak berakhir dan untuk SPT tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

tahun pajak berakhir.



BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada-pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Perusahaan dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan PPh pasal 21
atas karyawan tetap sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000
mengenai pengenaan tarif, biaya jabatan dan penambahan penghasilan serta
pengurangan penghasilan yang sudah ditetapkan pemerintah. Begitu pula halnya
dengan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Keputusan Menteri
Keuangan, KMK No.137/PMK.03/205. yang keputusan ini mulai berlaku efektif pada
taggal 1 januari 2006.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian pada PT. (persel:o) Angkasa pura 1 Bandar
Udara Hasanuddin, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : |
a. Tetap konsisten dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21
karyawan menurut undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak
penghasilan
b. Mengontrol setiap transaksi yang berkaitan dengan perpajakan khususnya
yang ada kaitannya dengan PPh pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan didalam
perhitungan pajak oleh karyawan.

c. Tetap mengikuti perkembangan perpajakan yang berlaku.
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